BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Secara umum, stakeholder hanya memahami akuntabilitas LPMP dalam
pelaksanan fungsi fasilitasi, sementara fungsi lainnya mereka tidak memahami
sama sekali. Kalau ada yang pernah mengetahui fungsi lain LPMP yang terkait
dengan penjaminan mutu pendidikan, itu terkait fungsi supervisi yang dilakukan
LPMP Provinsi Riau berkaitan dengan penyaluran program block grant yang
disalurkan Kemdiknas melalui LPMP.

Munculnya ketimpangan antara apa yang dipahami stakeholder dengan
apa yang dilakukan LPMP Riau, berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada
BAB IV sebelumnya terkait erat dengan luas wilayah yang menjadi
tanggungjawab LPMP Riau, pola pengganggaran yang bersifat sentralistis dan
besarnya jumlah PTK dibanding sumber daya yang ada. Pola pengganggaran yang
bersifat sentralistis ini berpengaruh negatif terhadap perilaku yang terjadi dalam
tatanan pelaksanaan program dan kegiatan. Sehingga yang terjadi adalah mengejar
keterpenuhan administrasi dibanding dengan sasaran ideal yang diharapkan
melalui program dan kegiatan yang dilangsungkan. Sehingga hubungan langsung

antara LPMP dengan jajaran PTK sangat minim.
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Faktor lainnya adalah ketiadaan kewenangan LPMP dalam memberikan
tekanan kepada dinas pendidikan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang
diberikan. Meski diakui kualitas rekomendasi yang diberikan LPMP sebagai
sesuatu yang bagus, namun hampir tidak ada dinas pendidikan yang
menindaklanjuti rekomendasi tersebut dalam bentuk aksi kongrit. Sehingga tidak
terjadi akselerasi peningkatan mutu pendidikan antara LPMP dengan dinas
pendidikan di daerah.

Berdasarkan rumusan penelitian maka disimpulkan sebagai berikut;

1. Stakeholde hanya memahami LPMP sebagai lembaga diklat. Untuk
pelaksanaan program dan kegiatan terkait fungsi fasilitasi ini, LPMP
dipahami telah melaksanakan secara bermutu, baik dilihat dari aspek
relevansi antara materi dengan program dan kegiatan yang dilakukan, serta
relevansi antara materi dengan pekerjaan sehari-hari peserta kegiatan,
termasuk dalam hal kualitas layanan yang diberikan. Untuk program dan
kegiatan yang terkait dengan fungsi-fungsi lainnya LPMP, seperti pemetaan,
pendataan dan supervisi serta administrasi, stakeholder di jajaran PTK tidak
memahami secara utuh. Hal ini karena secara organisasi tidak ada hubungan
langsung antara. LPMP dengan stakeholder jajaran PTK. Pemahaman
terhadap pelaksanaan kebermutuan program dan kegiatan LPMP cenderung
bersifat formal dan kelembagaan baik melalui kunjungan kerja yang
dilakukan jajaran pimpinan LPMP ataupun melalui rapat koordinasi dan

singkronisasi program yang dilaksanakan. Dalam forum resmi tersebut,
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pengakuan akan kebermutuan pelaksanaan program dan kegiatan LPMP
sering disampaikan.

. Stakeholder hanya memahami LPMP telah mengembangkan mekanisme
peningkatan kompetensi staf melalui sebatas pada pelaksanan fungsi fasilitasi.
Diluar fungsi tersebut mereka tidak mengetahui sama sekali. Argumen yang
diberikan sama dengan diatas. Khusus untuk kompetensi staf di bidang
pelaksanaan = fungsi fasilitasi ini, LPMP dapat dikategorikan telah
berpengalaman. Dari sekitar 86 pegawai LPMP, 84 orang diantaranya telah
terbiasa dengan kegiatan fasilitasi. Faktor lainnya, dari sisi sebaran sumber
daya manusia yang ada di LPMP sebagian besar sumber daya LPMP memang
difokuskan untuk mendukung kegiatan fasilitas. Hal lainnya, sarana dan
prasarana yang dimiliki LPMP memang relevan untuk mendukung
pelaksanaan fungsi ini.

. Sama dengan argumen sebelumnya, keterbukaan hanya dipahami stakeholder
dalam konteks pelaksanan fungsi fasilitasi. Kehadiran panitia di ruang panitia
serta kecepatan panitia dalam merespon permintaan peserta diklat dipandang
sebagai wujud keterbukaan yang diterapkan LPMP. Namun dalam konteks
keterbukaan secara kelembagaan, stakeholder tidak memahami sama sekali.
Secara internal LPMP, hal ini juga terkait dengan pendekatan yang dilakukan
secara formal melalui rakor yang diadadakan ataupun melalui seminar serta
kegiatan lainnya seperti roadshow, jamuan delegasi serta ICT keliling.

. Senada dengan argumen yang disampaikan diatas, pemahaman stakeholder

terhadap pengembangan saluran komunikasi juga dipandang sebatas kegiatan
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fasilitasi. Buku panduan diklat yang disediakan LPMP dinilai sudah cukup
efektif dalam pengembangan saluran komunikasi. Secara kelembagaan LPMP
mengaku belum terlalu optimal dalam pengembangan saluran komunikasi ini,
terutama melalui saluran komunikasi publik.

5. Pemahaman stakeholder terhadap inovasi yang dilakukan LPMP sebatas
kegiatan diklat.  Secara kelembagaan stakeholder tidak mengetahui.
Argumennya sama dengan yang disampaikan diatas, inovasi tersebut
cenderung dalam konteks formal. Selain faktor tersebut, LPMP juga sulit
memberdayakan inovasi yang mereka lakukan, karena Kketerbatasan
kewenangan dan dana yang dimilikinya. Padahal LPMP memiliki satu
program unggulan yang bisa mendorong pengambilan kebijakan pendidikan
berdasarkan data. Namun karena ketiadaan kewenangan, rekomendasi yang
disampaikan tersebut hanya sebatas dipuji dan diakui kualitasnya, namun
tidak ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata oleh pemerintahan daerah.

B. Rekomendasi

1. Membangun Saluran Komunikasi

Berdasarkan sejumlah faktor yang disebutkan diatas, berdasarkan pada
pendekatan akuntabilitas yang bertujuan untuk mendorong peningkatan partisipasi
stakeholder ini, LPMP direkomendasikan membuka atau membangun suatu
saluran komunikasi yang efektif kepada stakeholdernya. Karena melalui saluran
komunikasi yang efektif ini, LPMP bisa mendorong transpransi dan akuntabilitas

pada pelaksanaan tupoksinya.
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Melalui pemanfaatan media komunikasi publik baik cetak dan online,
LPMP bisa secara langsung berhubungan dengan kalangan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (PTK) jauh lebih maksimal. Karena ini akan sangat berperan dalam
memotong jalur komunikasi dan birokrasi LPMP kepada PTK yang merupakan
salah satu ujung tombak dalam mencapai keterpenuhan standar nasional
pendidikan. Bahkan kalau dimanfaatkan secara maksimal, media komunikasi
publik dapat diberdayakan sebagai salah satu upaya untuk mendorong munculnya
‘kelompok penekan’ terhadap pemerintah daerah agar berbagai rekomendasi dan
program kerja yang disampaikan dan dilakukan LPMP dapat lebih dioptimalkan
guna percepatan peningkatan pencapaian standar nasional pendidikan dan
sekaligus percepatan peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Karena informasi yang disampaikan tersebut terkait dengan kualitas dan
kinerja LPMP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Seperti memberikan
informasi yang terbuka dan transparan mengenai program dan kegiatan ICMP
yang telah dilakukan LPMP provinsi Riau. Dengan demikian, stakeholder dan
masyarakat yang peduli pendidikan mengetahui apa penting dan manfaatnya
ICMP tersebut bagi pengembangan pendidikan di daerah.

Namun dalam tatanan ideal ini akan memiliki implikasi yang sangat besar
bagi organisasi LPMP. Transparansi yang dikembangkan melalui pengembangan
saluran komunikasi tersebut menuntut adanya perubahan di tingkat organisasi
LPMP, mulai dari peningkatan kompetensi staf hingga perubahan budaya kerja.
Karena stakeholder dan masyarakat juga akan menilai sejauh mana kualitas ICMP

tersebut dilakukan.
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Communicating the results of government programs is an integral part of
any performance measurement system. Performance information that is
communicated in a simple and straightforward manner has the potential to
bring about improvements. (Callahan,2007)

Melalui optimalisasi pengembangan saluran komunikasi ini, LPMP bisa
mereduksi sejumlah hambatan regulasi yang telah dipaparkan melalui laporan ini.
Karena secara internal LPMP ini akan membawa perubahan dalam tatanan
operasional LPMP, dimana setiap orang harus akuntabel bagi lainnya. Hal akan
berpengaruh sangat signifikan dalam mendorong munculnya budaya berkualitas

dan berorientasi pada hasil.
2. Porsi Anggaran Berimbang

Saran lainnya yang perlu disampaikan adalah memberikan porsi anggaran
yang jauh lebih besar bagi LPMP untuk menjalankan program yang dirancang
bersama pemerintah daerah, melalui melalui mekanisme dana pendamping.
Dengan sejumlah anggaran yang telah dicantumkan dalam DIPA LPMP tersebut
hanya bisa direalisasikan kalau LPMP dalam bentuk adanya kerjasama program
dan kegiatan dengan pemerintah daerah.

Hal ini akan mendorong LPMP makin optimal menjalankan koordinasi
dan sinergi dengan pemerintah daerah, sekaligus mendorong munculnya
kreativitas di kalangan internal LPMP untuk merancang program yang relevan
dengan kebutuhan daerah dan sejalan dengan prioritas program pendidikan
nasional.

Berdasarkan hasil dari review kapasitas building LPMP Riau yang

dilakukan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
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Kependidikan (Dirjen PMPTK) pada tahun 2007 lalu, pemahaman staf LPMP
akan regulasi dan kebijakan terkait peraturan perundang-undangan yang ada
dinilai cukup tinggi. “Jajaran LPMP Riau telah memiliki pemahaman tinggi
terhadap kebijakan Pemerintah Riau dan dapat mengelobarasikan regulasi tersebut

dalam penyusunan rencana strategis LPMP.” (Depdiknas 2007,12).



